ABSTRAK
Ketahanan pangan merupakan masalah yang serius yang pernah dialami
hingga saat ini di Indonesia. Indonesia yang merupakan anggota dari WTO
kemudian meratifikasi Agreement of Agriculture yang dituangkan menjadi UU No
Tahun 1994 yang diganti dengan UU No 18 Tahun 2018 tentang Pangan yang
menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjamin

dan melindungi ketersediaan pangan saah satunya di Kabupaten Sumenep.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini Bagimana pengaturan Food
Security di dalam Hukum Internasional dan Apakah kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep tentang Food Security telah sesuai dengan Agreement of
Agriculture. Penelitian ini bertujuan tentang mengetahui bagaimana pengaturan
Agreement of Agriculture di dalam Hukum Internasional dan bagaimana
kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Sumenep tentang Food

Security dengan Agreement of Agriculture.

Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan didalam hukum internasional mengalami banyak putaran.
Namun, putaran terpenting adalah putaran Tokyo tentang penetapan safe guards
dan putaran Uruguay tentang GATT, GATS, TRIPs serta awal tebentuknya WTO
secara resmi yang kemudian menghasilkan Agreement of Agriculture. Dalam
Permasalahan ketahanan pangan di daerah Pemda Sumenep mengambil kebijakan
dalam Perda No 02 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan yang kemudian secara khusus Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten



Sumenep. Namun Peraturan Daerah ini belum dapat berjalan dikarenakan belum
adanya peraturan bupati didalamnya dan tidak sesuai dengan adanya Agreement of
Agriculture. perlu adanya revitalisasi peranan negara dalam kelola pasar pertanian
dalam negeri dengan cara integrasikan antara pembangunan pada sektor pertanian
dalam negeri serta politik luar negeri, terkhusus dalam perundingan terkait
perdagangan dengan kebijakan yang mengatur ketahanan pangan dalam negeri
dan perlu adanya pembentukan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana dari
adanya Perda No 5 Tahun 2020 dan juga perlu adanya penyesuaian dan
sinkronisasi didalam substansi Perda tersebut dengan adanya Agreement of

Agriculture.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Agreement Of Agriculture, World Trade

Organization



ABSTRACT

Food security is a serious problem that has been experienced to date in
Indonesia. Indonesia, which is a member of the WTO, then ratified the Agreement
of Agriculture which was translated into Law No. 1994 which was replaced by
Law No. 18 of 2018 concerning Food which states that the government and local
governments have an obligation to guarantee and protect the availability of food,
one of which is in Sumenep Regency.

The formulation of the problem in this research is how the regulation of
food security in international law and whether the policy of the local government
of Sumenep regarding food security is in accordance with the agreement of
agriculture. This study aims to find out how the arrangement of the Agreement of
Agriculture in International Law and how the conformity of the policies made by
the Sumenep Regency Government regarding Food Security with the Agreement
of Agriculture.

The research method uses normative research. The results of this study
show that international law has many rounds. However, the most important round
is the Tokyo round on the establishment of safe guards and the Uruguay round on
GATT, GATS, TRIPs and the beginning of the formal formation of the WTO which
later resulted in the Agreement of Agriculture. Regarding the issue of food
security in the area, the Sumenep Regional Government adopted a policy in
Regional Regulation No. 02 of 2018 concerning the Protection of Sustainable
Agricultural Land, which then specifically Regional Regulation No. 5 of 2020

concerning the Provision of Food Reserves for the Sumenep Regency



Government. However, this Regional Regulation has not been able to run because
there is no regent's regulation in it and it is not in accordance with the Agreement
of Agriculture. there is a need for revitalization of the role of the state in
managing domestic agricultural markets by integrating development in the
domestic agricultural sector as well as foreign politics, especially in negotiations
related to trade with policies that regulate domestic food security and the need for
the establishment of a regent's regulation as the implementing regulation of the
existence of Regional Regulation No. 5 of 2020 and also the need for adjustments
and synchronization in the substance of the Regional Regulation with the
Agreement of Agriculture.
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